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SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

PEGAWAI APARATUR 3IPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Lampiran huruf D angka 2
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan
penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan
memperhatikan kemampuan Keuangan;

bahwa tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati
Tanjung Jabung Barat Nomer 4 Tahun 2020 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupat Nomor
5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupan
Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
sudah tidak sesuai dengan kriteria besaran pembenan
tambahan penghasilan, sehingga perlu dilakukan
pencabutan,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan

Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom  Kabupaten  dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat [l Tanjung Jabung
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2755);

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muare Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomeor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah denpan
Undang-Undang No 14 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarclangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3969);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan  Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomar 5494}

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Momor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
194 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomeor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomaor
107. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomeor 6053);



10.

3 b

12,

13.

14,

15:

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahunm 2016 tentang
Perangkat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Nepara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63. Tambahan
Lemmbaran Negara Republik Indonesia MNomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah MNomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen
Pegawai Negeni Sipil (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemernntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340},

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai MNegeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 67 18);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pedoman Analisis Beban Kerja D Lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Pendayvagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Pedoman Evaluasi Jabatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012
tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483}

Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birckrast Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi
Pemerintah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1636},
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210):

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang
Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
instansi Pemerntah [Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 1047);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

Peraturan Mentert Dalam Negen Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor
6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Peranghkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tanjung .Jabung Barat Nomor 3)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Barat Nomer 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN ¢

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL

NEGARA,

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati i1 vang dimaksud dengan :

1.
2.

£

Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpn
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.

Selyetaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat,
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Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penvelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
:;:Hsjgekmrat adalah Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung
t.
Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Tambahan Penghasilan Pegawai vang selanjutnya disingkat
TPP adalah penghasilan pegawai vang diperoleh
berdasarkan atas hasil pencapalan kineda selama 1 (satu)
bulan diluar gaji yvang diterima dengan sah. sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan,
Kinerja adalah hasil kerja vang dicapai oleh Pegawai ASN
pada organisasi/unit sesuai dengan Sasaran Kinerja
Pegawai dan Perilaku Eerja.
Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau
tindakan vang dilakukan oleh Pegawai ASN atau tidak
melakukan sesuatu vang seharusnva dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Aparatur Sipil Negara vang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja vang bekeria pada
Instansi pemerintah.
Pegawal Aparatur Sipil Negara yang selanjutnva disebut
Pegawai ASN adalah Pegawai MNegeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja vang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawalan dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
Pegawai Negen Sipil vang selanjutnya disingkat PNS adalah
warga negara |ndonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai Pegawail Aparatur Sipil Negara secara
tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan.
Calen Pegawai Neger: Sipil vang selanmjutnya disingkat CPNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan vang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
dalarm rangka memimpin suatu satuan OrgANISAs: Negara.
Jabatan Fungsional adalah kedudukan vang menunjukkan
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai
Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang
dalam  pelaksanaan tugasnya  didasarkan pada
keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat
mandiri.
Jabaan Felaksana adalah sckelompohk jabatan yang beoriai
fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik
serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
Kelas Jabatan adalah haail evaluasi jabatan sebagai suatu
proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan
untuk menilai suatu jabatan secara sistematis.
Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama
mendidik, mengajar, memhimbing, mengarahkan, melatih,
menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan
anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar
dan pendidikan menengah.
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guru vang memililki sertifikat pendidik sebagai penghargaan
atas profesionalitasnya.

Pengawas Sekolah adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara
vang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara
penub oleh pejabat vang berwenang untuk melaksanakan
pengawasan akademik dan manajerial pada satuan
pendidikan.

Tenaga Kependidikan/Calon Guru adalah Pegawai Aparatur
Sipil Negara Jabatan Fungsional Umum pada satuan
pendidikan dasar.

-Laporan Kinerja Pegawai adalah laporan kinerja vang

memuat aktivitas kerja dan pelaksanaan tugas pokok serta
rigas tambahan pegawai.

Sasaran Kineria Pegawal vang selanjutnya disingkat SKP
adalah ekspektasi kinerja vang akan dicapai oleh pegawai
setiap tahun.

Pejabat Penanggung Jawab adalah Kepala Perangkat
Daerah selaku Pengpuna Anggaran.

Sisterm  Informasi  Manajemen  Kepegawaian  vang
selanjutnya disingkat SIMEKA adalah aplikasi presensi dan
kinerja yang berbasis android dan website.

Daftar Hadir Elektronik adalah dokumen yang mencatat
jam hadir setiap pegawai vang menggunakan mesin
pencatat waktu baik berupa sidik jari, wajah dan kartu
secara online.

Daftar Hadir Manual adalah kegiatan atau rutinitas
pelaksanaan pengisian daftar hadir atau absensi oleh
pegawai secara manual (hanya berupa buku daftar hadir).

.Tugas Belajar adalah penugasan vang diberitkan oleh

pejabat vang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan
pendidikan ke jenjang vang lebih tinggi atau vang setara
baik di dalam maupun di luar negeri.

Super Admin adalah admin vang bertugas dan bertanggung
jawab terhadap pembaruan Data, pengawasan, verifikasi
dan rekap kehadiran seluruh PNS Kab. Tanjung Jabung
Barat.

Admin Pengawasan adalah admin yang bertugas dan
bertanggung jawab terhadap pengawasan dan verifikasi
data kehadiran seluruh PNS Kab. Tanjung Jabung Barat
Admin Perangkatr Daerah adalah admin yang bertugas dan
bertanggung jawab terhadap pembaruan data, pengawasan,
verifikasi.

.Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara yang selanjulnya

disingkat dengan SIASN adalah aplikasi vang bertujuan
untuk mengintegrasikan data ASN secara nasional meliputi
seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah
Daerah.

Pelaksana Tugas yvang selanjutnya disingkat Flt adalah
Pejabat yang mecnompati posisi jabatan yang beraifat
sementara karena jabatan tersebut belum terisi secara
defenitif,

Waktu Indonesia Barat yang selanjutnva disingkat dengan
Wib adalah salah satu darn tigas zona waktu yvang dipakai
di Indonesia.
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Pasal 2
Maksud pemberian TPP adalah untuk memotivasi ASN
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinva di
lingkungan Pemerintah Daerah.
Tujuan pemberian TPP adalah :
a. meningkatkan disiplin pegawai;
b. meningkatkan kinerja pegawai;
c. meningkatkan kualitas pelayanan; dan
d. meningkatkan kualitas kesejahteraan pegawai.

BABII
KRITERIA PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3
TPP dapat diberikan berdasarkan kriteria :
a. beban kerja;
b. prestasi kerja;
c. kondisi kerja;
d. tempat bertugas;
e, kelangkaan profesi; dan/atau
f. pertimbangan objektif lainnya.

Besaran pemberian TFP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sesuai kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
TPP Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 4

TPP berdasarkan beban kena sebagaimana dimaksud pada
Pasal 3 avat (1) huruf a adalah TPP vang diberikan kepada
Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk
menyelesaikan tugas vang dinilai melampaui beban kerja
normal atau batas waktu normal.

TPP sebagaimana dimaksud pada avat (1) adalah TPP yang
diberikan berdasarkan jam kerja minimal 112,5 jam
perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan] atau
batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus
tujuh puluh jam perbulan).

Bagian Ketiga
TPP Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 5
TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksuod
pada Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah TPP vang diberikan
kepada Pegawai ASN vang memiliki prestasi kerja dan/atau
inovasi sesuai bidang keahliannva.
TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1] diberikan
berdasarkan laporan SKP dan PK yang telah dinilai oleh
Pejabat atasannyva/Pejabat Penilai.
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Bagian Keempat
TPP Berdasarkan kondisi Kerja

Pasal 6
TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud
pada Pasal 3 avat (1) huruf ¢ adalah TPP vang diberikan
kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugasnya berada
dalam lingkungan kerja vang memiliki resiko tinggi, seperti
resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.

TPF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada

pegawal vang melaksanakan tugas sebagai berikut :

a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penvakit
menular;

b. pekerjaan vang berkaitan langsung dengan bahan kimia
berbahava/radiasi/bahan radioaktif;

¢. pekerjaan vang beresiko dengan kesclamatan kerja;
dan /atau

d. pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan
penegak hukum.

Bagian Kelima
TPP Berdasarkan Tempat Bertugas

Pasal 7

TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud
pada Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah TPP yang diberikan
kepada Pegawai ASN vang dalam melaksanakan tugasnya
berada di daerah vang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan
daerah terpencil.

TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada
indeks tempat bertugas yvang dipercleh dari perbandingan
indeks kesulitan geogeralis kantor berada dibagl indeks
kesulitan geogerafis terendah didaerah.

Bagian Keenam
TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal B
TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana
dimaksud pada Pasal 3 avat (1) huruf e adalah TPP yang
diberikan kepada Pegawai ASN yvang dalam mengemban
tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
TPP sebagaimana dimaksud pada ayat {1} diberikan kepada
pegawai vang melaksanakan tugas sebagai benkut :
a. keterampilan vang dibutuhkan untuk pekerjaan ini
khusus; dan fatau
b. kualifikasi pegawai daerah sangat sedikit/hampir tidak
ada yvang bisa memenuhi pekerjaan tersebut.

Bagan ketujuh
TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 9
TPP  berdasarkan  pertimbangan objektif lainnya
sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 avat (1) huruf f
diberikan kepada Guru, Pengawas Sekolah, Calon Guru
(PNS) dan CPNS.

(2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui

pemberian uang makan berdasarkan daftar hadir ASN pada
hari kerja dalam 1 {satu) bulan.
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Uang makan tidak diberikan kepada ASN sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :

a. tidak hadir kerja;

b. sedang melaksanakan cuti diluar tanggungan negara;
dan/atau

¢. sedang melaksanakan tugas belajar vang meninggalkan
unit kerja terhitung sejak yang bersangkutan
melaksanakan tugas belajar.

Bagian Kedelapan
Pemberian TPP

Pasal 10

TPP diberikan kepada :

a. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;

b. TNl dan Polri yang dipekerjakan dari instansi vertikal
vang tidak menduduki jabatan struktural, tetapi tdak
menerima remunerasi dari instansinya, besaran TPP
vang diterima disetarakan dengan pangkat golongan
ruang PNS sesuai dengan kelas jabatan;

. Plt vang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1
[satu) bulan kalender yang dimulai pada awal bulan
sampal dengan akhir bulan;

d. PNS vang bekerja di Inspektorat diberikan tambahan
penghasilan berdasarkan prestasi kerja dan beban kerja
lebih besar dari perangkat daerah lainnva pada jabatan
vang sederajat,

e. PNS vang masuk dalam kepanitiaan Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah |/ Kelompok Kerja Pemilihan
(Pokmil] pada Bagian Pengadaan Barang [/ Jasa
diberikan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi
kerjia namun lebih besar dan semua perangkat daerah
pada jabatan yang sederajat;

f. Kepala Sub Bagian Perencanaan [/ Pejabat Fungsional
Analis Perencana yang disetarakan dari jabatan
Pengawas Sub Bagian Perencanaan diberikan tambahan
penghasilan berdasarkan prestasi kerja lebih besar dan
jabatan Pengawas atau jabatan Fungsional lainnya;

g. Tenaga Kesehatan vang bekerja di Rumah Sakit Umum
Daerah diberikan tambahan penghasilan berdasarkan
kondisi kerja atau kelangkaan profesi;

h. Pit vang berada dalam jabatan yang setingkat, diberikan
tambahan penghasilan sebesar 208 (dua puluh persen)
dari TPP jabatan vang didudukinya,

i. PNS wyang mengikuti Tugas Belajar yang tidak
meninggalkan unit  kerja  terhitung sejak vang
bersangkutan melaksanakan tugas belajar;dan

. PNS mutasi yang menduduki jabatan struktural.

(2} TPP tidak diberikan kepada :

a. PNS vang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat sesuai
Berita Acara Pemeriksaan dan Surat Keputusan Pejabat
Pembina Kepegawaian;

b. PNS vang mengikun Tugas Belajar vang meninggalkan
unit kerja terhitung sejak vyang bersangkutan
melaksanakan tugas belajar;
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c. PNS vang berstatus sebagai pegawal vang dipekerjakan
di luar Pemerintah Kabupaten Tanjung J abung Barat;

d. PN3 yang berstatus sebagai tersangka atay terdakwa
vang menjalani proses penahanan oleh  Penyidik,
Penuntut Umum ataupun Hakim dan/atau terpidana
vang menjalani hukuman baik hukuman pidana penjara
maupun hukuman kurungan;

€. PNS yang diberhentikan sementara dalam jabatan negeri:

f. PN3 yang sedang menjalani cuti diluar tangeungan
negara.

g PNS yang tanpa hak masih menguasai aset milik
pemerintah  baik aset bergerak maupun aset tidak
bergerak vang belum dikembalikan kepada Negara:

h. ASN VAang belum menyvampaikan dan/atau
memutakhirkan Laporan Harta Kekavaan Penvelenggara
Negara atau Laporan Harta Kekavaan Aparatur Sipil
Negara pada batas waktu vang telah ditentukan sesuai
ketentuan perundang-undargan;dan

1. ASN vang belum menyampaikan dan mengentry SKP
pada SIASN dan/atau melalui Aplikasi e-KINERJA
dengan batas waktu vang telah ditentukan sesuai
dengan peraturan vang berlaku.

BAB Il
BESARAN TPP

Pasal 11
Besaran TPP ASN didasarkan pada parameter sebagai
berikut ;
A, Kelas Jabatan;
b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
¢. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
d. Indeks Penvelenggaraan Pemerintah daerah.
Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sebagai
suatu proses manajemen sumber daya manusia vang
digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis
dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai
faktor jabatan.
Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud
pada avat (1) huruf b adalah kemampuan keuangan
masing-masing daerah vang dicerminkan melalui
pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan vang
pengeunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
Indeks Kamahalan Konstruksi (IkK) sebagaimana
dimaksud pada avat (1) huruf ¢ digunakan sebagai proxy
untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suau daerah,
semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin
tinggl pula tingkat harga didaerah tersebut,
Indeks Penvelenggaraan Pemerintah Dacrab scbhagaimana
dimaksud pada avat (1) huruf d terdiri atas variabel
pengungkit (Opini Laporan Keuangan, Laporan
Penvelenggaraan Pemerintah Daerah, kematangan
Penataan Perangkat Daerah, Indeksinovasi Daerah,
Prestasi Kerja Pemerintah Daerah, Rasio Balanja
Perjalanan Dinas dan Indeks Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah) dan wvanabel hasil (Indeks
pembangunan manusia dan Indeks gini ratio] terkait
penyelenggaraan Pemenntah Daerah.



BAB IV
PENILAIAN, PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN TPP

Bagian Kesatu
Penilaian TPP

Pasal 12
Pemilatan TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan Penilaian
Kinerja dan Perilaku Kerja dengan ketentuan :
a. penilaian kinerja sebesar 60%; dan
b. perilaku kerja sebesar 40%.

Pasal 13

{1) Penilaian Kinerja dan Perilaku Kerja sebagaimana
dimaksud pada Pasal 12 terhadap ASN dilakukan oleh
Pejabat secara berjenjang satu tingkat dengan ketentuan
sebagail berikut:

a. Pejabat Eselon Il.a atau Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama dinilai oleh Bupati;

b. Pejabat Eselon ILb atau Pejabat Pimpman Tingg
Pratama dinilai oleh Sekretaris Daerah;

c. Pejabat Eselon [ll.a atau Pejabat Administrator di
lingkungan Sekretariat Daerah dan Camat dinilai oleh
Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi;

d. Pejabat Eselon [ll atau Pejabat Administrator
dan Pejabat Eselon IV atau Pejabat Pengawas, dinilai
secara berjenjang,

e. Kepala UPT dilingkungan Dinas dinilai oleh Kepala
Perangkat Daerah masing-masing; dan

f. Pejabat fungsional dan pelaksana dinilaa  oleh
atasan/pejabat di tempat tugas.

(2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 12
huruf a antara lain :

a. ketepatan waktu penvelesaian pekerjaan;

b. kebenaran hasil pekerjaan;

c. ketepatan dan  kebenaran  pembuatan  dan
penyampaian laporan pelaksanaan tugas;

d. kejujuran dalam penyampaian data dan informasi
dalam tugas;

e. kemampuan bekerja sama dalam tim; dan

f. kepemimpinan.

{3) Penilaian Kineria sebagaimana dimaksud pada avat (2]
berdasarkan laporan kinerja dengan ketentuan ;

a. melalui Aphkasi SIMEKA; dan

b. penyampaian Laporan Kinerja dengan menggunakan
Aplikasi SIMEKA disampaikan mulai pukul 12.00 WiB
sampai dengan Pukul 12.00 WIB hari berikutnya.

(4) Laporan kinerja harian PNS dinilai oleh atasan langsung
dengan point dari angka 1 s/d 100 mulai pukul 16.00 WiB
sampai dengan 16.00 WIB hari berikutnya.

(5) Apabila aplikasi Kinerja tidak dapat dipergunakan karena
alasan teknis, maka kepala Perangkat Daerah membuat
Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM] dengan
melampirkan Laporan Kinerja secara manual sebagaimana
format dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) Format Surat Pertanggpung Jawaban Mutlak (SPTJM)
sebagaimana dimaksud pada avat (5] tercantum dalam
Lampiran || yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan
Peraturan Bupati ini.
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Pasal 14

Jika pejabat penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
avat (1) tdak dapat melakukan penilaian laporan kinerja
harian pegawai dengan alasan tertentu sebagaimana dalam
aturan kepegawaian, mala penilaian disampaikan dan
dilakukan oleh atasan langsung pejabat penilal tersebut
dengan melakukan koordinasi kepada Admin Perangkat
Daerah,

ASN vang Sakit, TPP tetap dibayarkan pada komponen
disiplin sedangkan elemen kinerja vang bersangkutan
diperhitungkan sesuai dengan hari kerja.

Pasal 15
Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 hurul b berdasarkan waktu kerja dan
tanggungjawab ASN dalam menjalankan tugasnya
meliputi
a. kehadiran dan ketepatan waktu tiba di tempat
tugas/kantor;
b. ketepatan waktu masuk setelah istirahat siang; dan
¢. ketepatan waktu pulang dar tempat tugas/kantor.
Penilaian Perilaku Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada
ayvat (1) dilakukan melalui rekam kehadiran berbasis
Android dengan menggunakan Aplikasi SIMEKA.
Daftar hadir sebagaimana dimaksud pada avat (1) bagi
pegawal vang ditugaskan secara tetap di lapangan vang
tidak memungkinkan untuk melaksanakan absensi dapat
melakukan klaim kehadiran melalui menu vang sudah
disediakan pada Aplikasi SIMEKA sesual ketentuan.
Perekaman kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), wagib dilakukan sebagai berikut :
a. Eselon 11 /Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebanyvak 2
(dua) kali, vaitu :
1] pada pagi har mulai Pukul 06.30 Wib sampail dengan
07.15 Wib dan pagi han Jum'at mulai Pukul 06.30
Wib sampai dengan 07.00 Wib; dan
2| pada sore hari mulai pukul 16.00 Wib sampai dengan
17.00 Wib dan siang hari Jum'at mulai pukul 11.30
Wib sampai dengan 13.00 Wib.
b. Selain Eselon [I/Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
sebanyak 3 (tiga) kali, vaitu;
1) pada pagi hari mulai pukul 06.30 Wib sampai dengan
07.15 Wib dan pagi harl Jum'at mulai pukul 06.30
Wib sampai dengan 07.00 Wil
2) pada masuk siang setelah istirahat pukul 12.45 Wib
sampai dengan 13.30 Wib; dan
3] pada sore hari mulai pukul 16.00 Wib sampai dengan
17.00 Wib dan siang har Jum'at mulai pukul 11.30
Wib sampai dengan 13.00 Wib.
Hetentuan waktu kerja pegawal acbagaimana dimaksud
pada avat (4) dikecualikan pada saat bulan puasa (bulan
Suci Ramadhan), yvang akan diatur lebih lanjut dan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Ketentuan waktu kerja dan waktu daftar hadir elektronik
untuk Perangkat Daerah pelayanan publik vang
menerapkan shift atau penugasan kerja khusus diatur
lebih lanjut oleh kepala perangkat daerah.
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Pasal 14

Jika pejabat penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (1) tidak dapat melakukan penilaian laporan kinerja
harian pegawai dengan alasan tertentu sebagaimana dalam
aturan kepegawalan, maka penilaian disampaikan dan
dilakukan oleh atasan langsung pejabat penilai tersebut
dengan melakukan koordinasi kepada Admin Perangkat
Daerah,

ASN vang Sakit, TPP tetap dibayarkan pada komponen
disiplin sedangkan elemen kinerja vang bersangkutan
diperhitungkan sesuai dengan hari kerja.

Pasal 15
Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf b berdasarkan waktu kerja dan
tanggungjawab ASN dalam menjalankan tugasnya
meliputi ;
a. kehadiran dan ketepatan waktu tiba <1 tempat
tugas/ kantor,
b. ketepatan waktu masuk setelah istirahat siang; dan
c. ketepatan waktu pulang dan tempat tugas/kantor
Penilaian Perilaku Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada
avat (1) dilakukan melalui rekam kehadiran berbasis
Android dengan menggunakan Aplikasi SIMEKA.
Daftar hadir sebagaimana dimaksud pada avat (1) bagi
pegawail yang ditugaskan secara tetap di lapangan yang
tidak memungkinkan untuk melaksanakan absensi dapat
melakukan klaim kehadiran melalui menu vang sudah
disediakan pada Aplikasi SIMEKA sesuai ketentuan.
Perekaman kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), wanb dilakukan sebagai berikut :
a. Eselon 11/Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebanvak 2
(dua} kali, yaitu :
1) pada pagi hari mulai Pukul 06,30 Wib sampai dengan
07.15 Wib dan pagi har Jum’at mulai Pukul 06.30
Wib sampai dengan 07.00 Wib; dan
2] pada sore hari mulai pukul 16,00 Wib sampai dengan
17.00 Wib dan siang hari Jum'at mula: pukul 11.30
Wib sampai dengan 13.00 Wib,
b.Selain Eselon [l/Jabatan Pimpinan Tmggl Pratama
sehanyak 3 [tiga) kali, vaitu,
1) pada pagi hari mulai pukul 06.30 Wib sampai dengan
07.15 Wib dan pagi hari Jum'at mulai pukul 06.30
Wib sampai dengan 07.00 Wib;
2} pada masuk siang setelah istirahat pukul 12.45 Wib
sampai dengan 13.30 Wib; dan
3} pada sore hari mulai pukul 16.00 Wib sampai dengan
17.00 Wib dan siang hari Jum’at mulai pukul 11.30
Wib sampai dengan 13.00 Wib.
Ketentuan wakiu kerja pegawal sebagaimana dimaksud
pada avat (4) dikecualikan pada saat bulan puasa (bulan
Suci Ramadhan), yvang akan diatur lebih lanjut dan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Ketentuan waktu kerja dan waktu daftar hadir elektronik
untuk Perangkat Daerah pelavanan publik yang
menerapkan shift atau penugasan kerja khusus diatur

lebih lanjut oleh kepala perangkat daerah.
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Apabila Daftar Hadir Elektronik tidak dapat dipergunakan
karena alasan teknis yang disertakan  dengan
pemberitahuan dari BKPSDM, maka Kepala Perangkat
Daerah membuat berita acara daftar hadir pegawai dan
melampirkan daftar hadir pegawai secara tertulis (daftar
hadir manual).

Pasal 16
ASN vang terlambat masuk bekerja dan/atau pulang lebih
awal danj/atau tidak melakukan rekap daftar hadir
elektronik, tidak apel pada hari Senin pagi dan upacara
gabungan dikenakan pengurangan TPP dengan persentase
pemotongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1l
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
ASN vang melaksanakan tugas kedinasan di luar tempat
kerja yang menvebabkan tidak melakukan Daftar Hadir
Elektromk pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak
dikenakan pengurangan TPP.
Tugas Kedinasan di luar tempat kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] harus dibuktikan dengan Surat
Perintah Tugas/Surat Keterangan dan di upload pada
Aplikasi SIMEKA.

Bagian kedua
Perhitungan Besaran TPP

Pasal 17

Perhitungan besaran TPP yang diterima oleh ASN
merupakan penjumlahan dar perhitungan kinerja dan
perilaku kerja.

Tata cara perhitungan besaran TPP sebagaimana dimaksud
ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Format perhitungan besaran TPP sebagaimana dimaksud
avat (1} tercantum dalam Lampiran V vang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pembavaran TPP

Pasal 18

Pembavaran TPF didasarkan kepada:

B,

b.

C.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPA-SKPD) masing-masing perangkat daerah.
Daftar gaji bulan sebelumnya pada tahun berjalan.
Terhadap PNS yvang mengalami mutasi ke lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan
menduduki jabatan struktural, TPP dibayarkan terhitung
sejak melaksanakan tugas.

Terhadap PNS vang mengalami mutasi ke lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan tidak
menduduki jabatan struktural, TPP dibayarkan setelah 1
{satu) tahun vang bersangkutan bertugas di Pemerintah
Daerah.

TPP diberikan setelah mendapat hasil verifikasi kinerja dan
perilaku kerja dari atasan langsung secara berjenjang,

TPP ke 13 (Tiga belas) dan/atau TPP Tunjangan Han Raya
dapat diberikan berdasarkan besaran TPP yang diterima
sesuali dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan kemampuan keuangan daerah.
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Setiap perangkat daerah mengajukan surat permintaan
pembayaran  TPP berdasarkan peraturan perundang-
undangan vang berlaku paling lambat minggu kedua bulan
berikutnya.

Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan
penilaian kinerja dan perilaku kerja.

BAB V
PEMBAYARAN TFP

Pasal 19

Pengelolaan TPP pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh

Sub Bagian yang menangani urusan bidang kepegawaian

dan Admin Perangkai Daerah.

kKepala Perangkat Daerah menunjuk Admin Perangkat

Daerah dan Pengadministrasi TPP dengan Keputusan

Pejabat Pernbina Kepegawaian.

Admin Perangkat Daerah mempunyai tugas ;

a. mengatur alur jalannya aplikasi dan verifikasi data pada
lingkup perangkat daerah masing-masing; dan

b. melakukan penarikan rekapitulasi pembayvaran TPF pada
lingkup perangkat daerah masing-masing.

Super Admin mempunyai tugas

a. mengatur alur jalannya aplikasi dan verifikasi data
keseluruhan di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat;

b. melakukan penarikan data rekapitulasi kedisiplinan dan
kinerja keseluruhan di lingkungan Pemerintah
Rabupaten Tanjung Jabung Barat; dan

c. menyiapkan dokumen laporan evaluasi kedisiplinan dan
kinerja  keseluruhan di | lngkungan  Pemerintah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dalam pengelolaan data kehadiran ASN, Kepala Peranghat

Daerah:

a. berwenang menyusun rekapitulasi kehadiran dan
laporan kinerja pegawal setiap bulan; dan

b. bertanggung jawab terhadap data kehadiran dan kinerja
pegawai di lingkungan perangkat daerah,

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
(Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun
2020 Nomor 4] sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 5  Tahun 2021 ientang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Barat Tahun 2021 Nomor 5).



2. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 16 Tahun
2009 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Beban Keria dan Kelangkaan Profesi di
Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah KH. Daud Arif
Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2009 Nomor 16)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Tanjung
Jabung Barat Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pemberian
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan
Kelangkaan Profesi di Lingkungan Rumah Sakit Umum
Daerah KH. Daud Arf Kabupaten Tanjung Jabung Barat
(Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun
2020 Nomor 34.

dicabut dan dinvatakan tidak berlaku.

Pasal 21
Peraturan Bupan 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januan
2023.

Agar setiap orang mengetahuinva, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
Dalam Bernita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 10 April 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
tedd

ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 10 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUFATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ted
AGUS SANUSI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2023 NOMOR 6.

4 ‘ ( y . AN




LAMPIRAN |

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR & TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

FORMAT LAPORAN KINER.JA HARIAN PEGAWAI
HARI.......TANGGAL......BULAN....... TAHUN.......

' NAMA : NIP ]
JABATAN ] UNIT KERJA
NO HARI/TANGGAL RINCIAN KEGIATAN PENILAIAN
ATASAN
(1-100}
...................... 20.....
Atasan Langsung. Yang Membuat Laporan,
Bt B |
NIP NIF*

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

tid

ANWAR SADAT




LAMPIRAN [1

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

FORMAT SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK

(KOP PERANGEAT DAERAH)

SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama i
NIP -y L —
Jabatan :

Satuan Kerja

Menvatakan dengan sesungguhnya bahwa ;

1. Pada hari ...... Tanggal ....... Tahun ... tidak dapat menggunakan
Aplikasi SIMEKA dikarenakan terjadinyva gangguan.

2. Adapun pembavaran TPP akan disesuaikan dengan kehadiran / Laporan
TPP manual.

3. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan danj/atau kelebihan atas
pembayaran dimaksud, Kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia
mengembalikan keiebihan [/ kesalahan dimaksud kepada Kas Negara
sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yvang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Kuala Tungkal, ..........
Kepala Perangkat Daerah,

Nam
Faﬁgi'%-mf

MIF.
Tl ,
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
Mﬂi.w&s AET S » TP AN
Rf - FTNORE Jrmet / o8 forp. (MFAS)) Al pos ttd

ANWAR SADAT



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR & TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

PERSENTASE PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

|
NO) URAIAN | WAKTU TERLAMBAT s
, | Tidak masuk kerja tanpa | '“;[;‘uj:;—
keterangan /tidak ada kabar (AL* |
_ 24 | Terlambat datang | < 15 Menit 10%s
3 | Terlambat daiang | = 15%/d = 30 Menit 30,
4 | Terlambat datang l = MEE’:‘&MI i A%
3 | Terlambat datang setelah istirahal siang ' = 15 Menit 109
_6 | Terlambat datang setelah istirahat siang | 215 s/d < 30 menit 20 %
7 | Cepat Pulang | 40%
# | Terlambat datang (Khusus hari Jum'atj £ 15 Menit 2Pa
9 | Terlambat datang [Khusus hari Jum'at] | = 15 8/d = 30 Menit 30%
10 | Cepat Pulang (Khusus hari Jum'at) 3%
Sakit dengan pemberitahuan darl yang
bersangkutan  dan  dilenghapi dengan |
11 | surat keterangan dokter lebih dari 7 0%
{rujub) hari kerja mnpa mengajuken cuti |
sakit, | R |
12 | Cuti [semua bentuk cuti kecuali cuti 0%
diluar tanggungan Negara|
13 | Cuti i luar tengpungan Negara (CTN) J&;ﬁ
12 Tugnas E-E‘IHJ.EEI' (TE} dengan meninggallkan TPF tiddak
lempal Kerja o difvayarien
15 Tugas Belajar vang telah habis masa TPP tidak
waktunya (TBH| _ S dibeiyarkan
Perjalanan Dinas, Diklat Prajabatan,
16 Diklal Kepemimpinan ataupun sejcnisnya, 0%
Kursus/ Pendidikan / Pefatihan vang
bersifal kedinasan lainnys,
17 Tidak mengikuti apel pada peringatan hari S0,
besar

*Paint | dipotong dari keseluruhan TPP yang diterima, selain point 1 dipotong dari disiplin.

Lo TR - el
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LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

FEDOMAN PEMEERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAL APARATUR SIPIL NEGARA,

TATA CARA PENGURANGAN DAN TOTAL PENERIMAAN TUNJANGAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BERDASARKAN PERSENTASE KINERJA DAN DISIPLIN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

PR = Persentase Kinerja

PO =  Persentase Disiplin

TPAL = Total Penilaian Atasan Langsung
THK = Total Hari Kerja

Pnk =  Penilaian Kinerja

Pl = Penilaian Disiplin

A. Perhitungan TPP Kinerja

TPAL =|THK X 100}-PnK
THK

PK = TPAL X 1056
THK

B. Perhitungan TPF Disiplin
TPAL = { THK X 100}-PoD
THK

P =TEAL X 100%:
THK

. Total Penerimaan TPP
TPP vang diterima = Total TPP Kinerja 4+ Total TPP Disiplin = Rp........couee -

Contoh |

A,

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Endi Jammika, SE., jabatan sebaga
Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah (Kelas JJabatan 12) memiliki nilai towal TPP
sebesar Rp. 7.000.000 dengan rincian :

a. nilai aspek kinerja sebesar {60% x Rp. 7.000.000) = Rp. 4.200.000
b. nilai aspek disiplin sebesar (40% x Rp. 7.000.000} = Rp. 2.800.000

Pada bulan desember 2019 berdasarkan perhitungan hari kerja kelender
terdapat 20 (dua puluh) hari kerja. Pada hari berjalan yang bersangkutan tidak
masuk kerjo tanpa keterangan sebanyak | hard, maka perhitungan TPP yang diterima
sejumiah :

PR=- 20 x 100) - 100 x 100% = 95%
20
TPP Aspek Penilaian Kinerja yang diterima = 95,00% x Rp. 4.200.000 = Rp. 3.990.000

PD={20x 100)— 100 x 100% = 95%
20 ~
TPP Aspek Disiplin yang diterima = 95,00% x Rp. 2.800.000 =« Rp. ZH60.000

Jumlah keseluruhan TPP vang diterima PNS yang bersangkutan adalah
Rp. 3.990.000 + Rp. 2.660.000 = Bp. 6.650.000



B.

Seorang Pegawal Negeri Sipil bernama Aldi, SH, jabatan sebagai Kepala Bidang
pada Dinas Pendidikan dan Kebudaysan (Kelas Jabatan 11) memiliki nilai total TPP
sebesar Rp. 5.500.000 dengan rincian :

A, nilai aspek kinerja scbesar (60% x Rp, 7.000.000) = Rp. 3.300.000
b. nilai aspek disiplin sebesar (40% x Rp. 7.000.000) = Rp. 2.200.000

Pada bulan desember 2019 berdasarkan perhitungan hari kerja kelender
terdapal 20 (dua puluh) hari kerja. Yang bersangkutan masuk kerja selama 20 hari
kerja namun dalam 1 {satu) hari kerja mendapatkan nilai kinerja sebesar 75%, maka
perhitungan TPP yang diterima sejumilah :

PK={20x 100] =25 x 1007 =98, 75%
20

TPP Aspek Penilaian Kinerja vang diterima = 98, 75% x Rp. 3.300.000 = Rp. 3.258.750

PD={20 x 100} -0 X 1008
20

TPP Aspek disiplin yang diterima = {100% x 2.200.000) = Rp, 2.200.000

Jumiah keseluruhan TPP yang diterima PNS vang bersangkutan adalah
Rp. 3.258,750+ Rp, 2.200.000 = Rp, 5.458.750,-

Contoh [I

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Ahmad Susanto, S.AP., jabatan sebagai
Pelaksana dengan pendidikan Strata 1 (Kelas Jabatan 7) memiliki nilal wal TPP
schesar Rp. 2.350.000 dengan rincian :

a. milai aspek kinerja sebesar ([H0% x Rp. 2.350.000) = Ep. 1.410.000
b. nilai aspek disiplin sebesar (40% x Rp. 2.350.000) = Rp.  940.000

Pada bulan desember 2019 berdasarkan perhitungan hari kerja kelender
terdapat 20 (dua puluh) hari kerja. Pada hari berjalan vang bersangkutan terlambat
datang = 15 menit sebanyak 1 kali. Dengan demikian yang bersangkutan dikenakan

pengurangan sebanyak 0,5% dari dari jumlah TPP pada aspek disiplin han tersebut
maka perhitungan TPP yvang diterima sejumlah ;

PK=[20x100]-0 =x 100% - 1D0%
20

TFP Aspek Kinerja yang diterima = 100% x Rp. 1.410.000 = Rp. 1.410.000

PD=[20 x 100} —0.5% = 100% = 99.5%
20

TPP Aspek disiplin vang diterima = {100% x 940.000) - [0.5% x 940.000) = Rp. 935.300
Jumlah keseluruhan TPP yang diterima PNS yang bersangkutan adalab
Rp. 1.410.000 + Rp. 935300 = RBp. 2.345.300
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